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TENTANG 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

1. Nama : HARYADI SUYUTI 

 Jabatan : Walikota Yogyakarta 

 Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta 

 bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili 

Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 131.34/3116 Tahun 2017, tertanggal 17 Mei 2017 tentang 

Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

untuk selanjutnya disebut:;-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------ PIHAK PERTAMA ----------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

2.a. Nama : SUJANARKO 

 Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta 

 Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta 

b. Nama : MUHAMMAD ALI FAHMI 

 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta 

 Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta 

  c. Nama : RIRIK BANOWATI PERMANASARI 

 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta 

 Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta 

    

 Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang 

Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Yogyakarta Periode 2014 – 2019 untuk selanjutnya disebut :-------------------------------

------------------------------------------ PIHAK KEDUA ---------------------------------------------- 

    

 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah 

Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, 

para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan 

Pembiayaan Daerah, Perubahan Plafon  Anggaran Sementara per Urusan dan Perangkat 

Daerah, per Program  dan Kegiatan, dan per Belanja Tidak Langsung, serta Rencana 

Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

 



 

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. 

 

 

 Yogyakarta, 5 Juli 2019 
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KOTA YOGYAKARTA 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P) 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan 

dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Angggaran antara 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat 

kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Pasal 86 

Permendagri 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Rancangan PPAS disusun dengan 

tahapan: 

- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah 

- Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan 

- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan 

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 mengacu pada Tema 

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 

“Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang mendorong pemerataan 

pembangunan”. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan 

baik menurut Perangkat Daerah maupun menurut prioritas program yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan 

antara Pemerintah Kota Yogyakarta  dengan DPRD Kota Yogyakarta, untuk kemudian 

menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

 

 

LAMPIRAN     :  NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH  

KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA 

YOGYAKARTA TENTANG PPAS PERUBAHAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2019 

NOMOR  :  

 

TANGGAL :  5 JULI 2019 

17 / NKB.YK / VII / 2019 

2 / NKB / DPRD / VII / 2019 
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1.2 Tujuan 

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 

APBD Tahun 2019 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

 

1.3 Dasar Hukum  

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 

Tahun Anggaran 2019 adalah: 

1.3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

1.3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3455); 

1.3.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

1.3.4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

1.3.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan  KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

1.3.6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

1.3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

1.3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
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Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

1.3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1.3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

1.3.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42); 

1.3.12 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 

1.3.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1.3.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

1.3.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Ndonesia Nomor 38 tahun 2018 

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019; 

1.3.16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2006 Nomor 48 Seri D); 

1.3.17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); 

1.3.18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019; 

1.3.19 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019; 

1.3.20 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019. 
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BAB II 

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Rencana perubahan Pendapatan Daerah sebelum perubahan dan sesudah 

perubahan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan 

dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan 

pembiayaan yang didasarkan pada kebijakan perubahan pendapatan daerah dan 

sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2019. 

 

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah 

2.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp 

636.084.388.145,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 420.731.500.000,-; 

Retribusi Daerah sebesar Rp 33.621.960.412,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan sebesar Rp 28.588.899.994,-; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah Rp 153.142.027.739,-. 

Adapun Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan meningkat menjadi sebesar 

Rp 658.273.322.530,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 425.381.500.000,-; 

Retribusi Daerah sebesar Rp 33.548.235.712,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan sebesar  Rp 28.935.929.644,-; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah sebesar Rp 170.407.657.174,-. 

Pajak Daerah yang mengalami perubahan anggaran yaitu pada: (1) Pajak 

Restoran, dengan anggaran murni sebesar Rp 49.500.000.000,- dan meningkat sebesar 

Rp 3.500.000.000,- sehingga menjadi Rp 53.000.000.000,-; (2) Pajak Hiburan, dengan 

anggaran murni sebesar Rp 13.500.000.000,- dan menurun sebesar Rp 1.000.000.000,- 

sehingga menjadi Rp 12.500.000.000,-; (3) Pajak Penerangan Jalan, dengan anggaran 

murni sebesar Rp 49.000.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 2.000.000.000,- 

sehingga menjadi Rp 51.000.000.000,-; dan (4) Pajak Air Tanah, dengan anggaran 

murni sebesar Rp 2.350.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 150.000.000,- sehingga 

menjadi Rp 2.500.000.000,-.  

Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan 

Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Retribusi Jasa Umum, perubahan anggaran terjadi 

pada: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran murni sebesar Rp 

213.029.000,- dan meningkat sebesar Rp 46.952.000,- sehingga menjadi Rp 
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259.981.000,-; (2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dengan 

anggaran murni sebesar Rp 104.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 5.000.000,- 

sehingga menjadi 109.000.000,-; (3) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan 

anggaran murni sebesar Rp 6.820.000.000,- dan menurun sebesar Rp 20.000.000,- 

sehingga menjadi Rp 6.800.000.000,-; (4) Retribusi Pasar, dengan anggaran murni 

sebesar Rp 14.163.465.859,- dan menurun sebesar Rp 73.888.500,- sehingga menjadi 

Rp 14.089.577.359,-; (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan anggaran 

murni sebesar Rp 958.015.000,- dan menurun sebesar Rp 116.745.000,- sehingga 

menjadi Rp 841.270.000,-; (6) Retribusi Pengolahan Limbah, dengan anggaran murni 

sebesar Rp 680.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 86.295.500,- sehingga menjadi Rp 

766.295.500,-; dan (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang pada awalnya tidak 

dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 35.000.000,- pada 

anggaran perubahan. Pada Retribusi Jasa Usaha, perubahan anggaran terjadi pada: (1) 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan anggaran murni sebesar Rp 

87.245.000,- dan meningkat sebesar Rp 18.000.000,- sehingga menjadi Rp 69.245.000,-

; (2) Retribusi Rumah Potong Hewan, dengan anggaran murni sebesar Rp 143.445.000,- 

dan menurun sebesar Rp 43.485.000,- sehingga menjadi Rp 99.960.000,-; dan (3) 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dengan anggaran murni sebesar Rp 

242.131.000,- dan meningkat sebesar Rp 21.735.000,- sehingga menjadi Rp 

263.866.000,-. Sedangkan pada Retribusi Perizinan Tertentu, perubahan anggaran 

terjadi pada: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan anggaran murni 

Rp 4.703.700.353,- dan meningkat sebesar Rp 19.296.000,- sehingga menjadi Rp 

4.722.996.353,-; dan (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan, dengan 

anggaran murni sebesar Rp 18.124.000,- dan menurun menjadi Rp 15.884.700,- 

sehingga menjadi Rp 2.239.300,-. 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mengalami 

perubahan anggaran yaitu pada: (1) PD. Air Minum Tirta Marta, dengan anggaran 

murni sebesar Rp 770.188.461,- dan meningkat sebesar Rp 32.113.279,- sehingga 

menjadi Rp 802.301.740,-; (2) PD. BPR Bank Jogja, dengan anggaran murni sebesar Rp 

9.423.540.823,- dan meningkat sebesar Rp 330.565.532,- sehingga menjadi Rp 

9.754.106.355,-; (3) Bank Pembangunan Daerah, dengan anggaran murni sebesar Rp 

18.169.713.459,- dan meningkat sebesar Rp 171.222.285,- sehingga menjadi Rp 

18.340.935.744,-; dan (4) PD. Jogjatama Vishesha, dengan anggaran murni sebesar Rp 

207.385.514,- dan menurun sebesar Rp 186.871.446,- sehingga menjadi Rp 

20.514.068,-. 



II - 3 

 

Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, perubahan 

anggaran terjadi pada: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, dengan 

anggaran murni sebesar Rp 296.750.000,- dan meningkat sebesar Rp 266.510.000,- 

sehingga menjadi Rp 563.260.000,-; (2) Jasa Giro, dengan anggaran murni sebesar Rp 

1.542.807.418,- dan meningkat sebesar Rp 527.192.582,- sehingga menjadi Rp 

2.070.000.000,-; (3) Panem Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah, yang pada awalnya tidak 

dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 400.000,- pada 

anggaran perubahan; (4) Pendapatan Denda Pajak, yang pada awalnya tidak 

dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 516.862.125,- pada 

anggaran perubahan; (5) Pendapatan Denda Retribusi, yang pada awalnya tidak 

dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 169.274.200,- pada 

anggaran perubahan; (6) Pendapatan dari Pengembalian, yang pada awalnya tidak 

dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 3.858.401.433,- pada 

anggaran perubahan; (7) Pendapatan dari Barang Milik Daerah, dengan anggaran 

murni sebesar Rp 784.504.000,- dan meningkat sebesar Rp 451.552.222,- sehingga 

menjadi Rp 1.236.056.222,-; (8) Pendapatan BLUD Taman Pintar, dengan anggaran 

murni sebesar Rp 14.650.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 125.000.000,- sehingga 

menjadi Rp 14.775.000.000,-; (9) Pendapatan BLUD RS Jogja, dengan anggaran murni 

sebesar Rp 81.500.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 5.700.000.000,- sehingga 

menjadi Rp 87.200.000.000,-; (10) Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis, dengan 

anggaran murni sebesar Rp 5.247.191.950,- dan meningkat sebesar Rp 58.216.550,- 

sehingga menjadi 5.305.408.500,-; (11) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas, dengan 

anggaran murni sebesar Rp 21.643.011.000,- dan meningkat sebesar Rp 

2.549.490.700,- sehingga menjadi Rp 24.192.501.700,-; (12) Pendapatan BLUD RS 

Pratama, dengan anggaran murni sebesar Rp 7.218.303.379,- dan meningkat sebesar 

Rp 3.836.067.621,- sehingga menjadi Rp 11.054.371.000,-; (13) Pendapatan BLUD UPT 

Logam, dengan anggaran murni sebesar Rp 767.473.000,- dan menurun sebesar Rp 

274.050.500,- sehingga menjadi Rp 493.422.500,-; (14) Denda Hasil Operasi Yustisi, 

yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar 

Rp 28.120.000,- pada anggaran perubahan; (15) Penyelenggaraan Perayaan Pasar 

Malam Sekaten (PPMS), dengan anggaran murni sebesar Rp 1.000.000.000,- dan 

dihapus pada anggaran perubahan; (16) Jaminan Bongkar, dengan anggaran murni 

sebesar Rp 50.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 50.000.000,- sehingga menjadi Rp 

100.000.000,-; (17) Pendapatan Bunga Pajak; yang pada awalnya tidak dianggarkan 

pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 353.403.996,- pada anggaran 

perubahan; (18) Pendapatan Bunga Retribusi, yang pada awalnya tidak dianggarkan 
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pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 10.064.606,- pada anggaran 

perubahan; dan (19) Pendapatan dari Pembayaran dan Penyediaan Fasilitas Pasar, 

dengan anggaran murni sebesar Rp 1.428.396.000,- dan meningkat sebesar Rp 

39.123.900,- sehingga menjadi Rp 1.467.519.900,-. 

 

2.1.2. Perubahan Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan pada Tahun 2019 sebelum 

perubahan sebesar Rp 907.202.077.000,- dan setelah perubahan berubah menjadi Rp 

908.741.191.482,-. 

Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Bagi 

Hasil (DBH) bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari 

pajak terdiri dari atas Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Perorangan Dalam 

Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, Cukai Hasil 

Tembakau, Pajak Bahan Bakar  Minyak dan Gas (PBB Migas). Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: 

a. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, 

PPh Pasal 21. 

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil dari Provisi 

Sumber Daya Alam Kehutanan, Sumber Daya Alam Perikanan, Dana Penyesuaian 

Cukai Hasil Tembakau, dan Pajak Bahan Bakar Minyak dan Gas (PBB Migas). 

Pendapatan DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 sebelum 

perubahan sebesar Rp 44.674.643.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 

46.213.757.482,- atau terjadi penambahan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 

Rp 1.539.114.482,-. 

Pendapatan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak 

mengalami perubahan. Dana Alokasi Umum sebelum dan setelah perubahan sebesar Rp 

691.457.574.000,-, sedangkan Dana Alokasi Khusus sebelum dan setelah perubahan 

sebesar Rp 171.069.860.000,-. 

 

2.1.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran tahun 2019 sebesar Rp 

182.322.942.895,- menjadi sebesar Rp 182.474.038.275,- dalam perubahan anggaran 

tahun 2019. 
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Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Hibah sebesar 

Rp 28.299.400.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp 27.256.600.000,- karena 

penyesuaian BOS sesuai SK Gubernur dan penambahan hibah dari Bank BPD sebesar 

Rp 200.000.000,-; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya 

sebesar Rp 117.026.683.895,- dan setelah perubahan menjadi Rp 118.220.579.275,- 

karena adanya pajak rokok sebesar Rp 1.193.895.380,-; Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus Rp 35.760.859.000,- dan setelah perubahan masih tetap; serta 

penambahan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya pada 

perubahan 2019 sebesar Rp 1.236.000.000,- dan setelah perubahan masih tetap. 

 

Tabel 2. 1 Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2019 

NO. URAIAN 
APBD 2019 

(Rp) 
RAPBD-P 2019 

(Rp) 

SELISIH 

(Rp) (%) 

1 PENDAPATAN DAERAH 1.725.609.408.040 1.749.488.552.287 23.879.144.247 1,38 

      

1.1 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

636.084.388.145 658.273.322.530 22.188.934.385 3,49 

1.1.1 Pajak Daerah 420.731.500.000 425.381.500.000 4.650.000.000 1,11 

1.1.2 Retribusi Daerah 33.621.960.412 33.548.235.712 (73.724.700) -0,22 

1.1.3 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

28.588.899.994 28.935.929.644 347.029.650 1,21 

1.1.4 
Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

153.142.027.739 170.407.657.174 17.265.629.435 11,27 

        

1.2 DANA PERIMBANGAN 907.202.077.000 908.741.191.482 1.539.114.482 0,17 

1.2.1 
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 
Hasil Bukan Pajak 

44.674.643.000 46.213.757.482 1.539.114.482 3,45 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 691.457.574.000 691.457.574.000 - 0 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 171.069.860.000 171.069.860.000 - 0 

         

1.3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

182.322.942.895 182.474.038.275 151.095.380 0,08 

1.3.1 Hibah 28.299.400.000 27.256.600.000 (1.042.800.000) -3,68 

1.3.2 Dana Darurat - - - - 

1.3.3 
Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Lainnya 

117.026.683.895 118.220.579.275 1.193.895.380 1,02 

1.3.4 
Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

35.760.859.000 35.760.859.000 - 0 

1.3.5 
Bantuan Keuangan dari 
Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Lainnya 

1.236.000.000 1.236.000.000 - 0 

        

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.725.609.408.040 1.749.488.552.287 23.879.144.247 1,38 
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BAB III 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD 

MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK 

LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam 

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Walikota 

Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 

2019 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada 

perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY. 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai rencana pembangunan nasional untuk 

tahun 2019 mempunyai tema pembangunan “Pemerataan Pembangunan untuk 

Pertumbuhan Berkualitas”.  

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2019 berdasarkan pada RKP Tahun 

2019  adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan 

pelayanan dasar; 

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan 

kemaritiman; 

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; 

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air; dan 

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. 

 

Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka 

tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY 

Tahun 2019 yaitu “Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan 

Masyarakat Yang Berkeadilan”. 

Sedangkan prioritas pembangunan adalah: 

1. Mengatasi ketimpangan wilayah (Prioritas Nasional ke-1 dan ke-2); 

2. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Prioritas Nasional ke-1,ke-

2,ke-3 dan ke-4); 
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3. Tindak lanjut pembangunan New Yogyakarta International Airport (Prioritas 

Nasional ke-2 sampai dengan ke-5); dan 

4. Dukungan pembiayaan pembangunan melalui peran swasta (Prioritas Nasional ke-1 

sampai dengan ke-5). 

 

Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi DIY, maka 

tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah: “Peningkatan 

Kualitas Sumberdaya Manusia yang mendorong pemerataan pembangunan”. Tema 

tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu: 

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dimaknai sebagai upaya 

pengembangan kapasitas  sumber daya manusia untuk mencapai tujuan 

pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara terarah 

dan terencana akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada 

secara tepat guna. 

2. Pemerataan Pembangunan, dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan 

bersama  melalui pengentasan kemiskinan, penyelesaian ketimpangan wilayah dan 

pendapatan serta penanganan kawasan kumuh. 

Tema pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas 

pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2019 yaitu : 

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan; 

2. Peningkatan DerajadKesehatan; 

3. PemberdayaanMasyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan; 

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; 

5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur; 

6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; dan 

7. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi. 

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas 

dimaknai sebagai berikut: 

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan 

Pemerataan Kualitas Pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang 

berkarakter melalui: 

a. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia 

dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib 

belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah; dan 
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b. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal 

dan informal. 

2. Peningkatan Derajat Kesehatan 

Dari aspek peningkatan layanan kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya 

mewujudkan: 

a. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat; 

b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat; 

c. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan 

d. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat. 

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan 

Prioritas pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan diarahkan 

untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pengembangan budaya yang 

bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 

Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan 

perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui 

pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan 

infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas. 

5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur 

Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada 

pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, 

serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan 

wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap 

upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan 

konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota 

Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang 

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema 

penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan 

yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, 

sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan 

penanganan transportasi, serta kualitas tanah. 
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Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan 

rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota. 

7. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi 

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan 

kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. 

 

3.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Program Kegiatan 

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019, maka plafon anggaran 

sementara sebelum perubahan untuk belanja langsung sebesar Rp 1.084.720.163.824,- dan 

setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1.173.406.404.000,-. Untuk selanjutnya secara rinci 

dijabarkan dalam plafon anggaran program untuk masing-masing urusan wajib dan pilihan 

sebagaimana tersebut dibawah ini. 

Adapun Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Perangkat Daerah per 

Program/Kegiatan selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut. 
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3.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Tidak 

Langsung 

Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, 

belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Secara rinci adalah sebagai berikut: 

 

3.3.1. Belanja pegawai 

Prioritas plafon anggaran belanja pegawai sudah termasuk untuk mengantisipasi 

adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, dan penambahan 

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) memperhitungkan acress yang besarnya 

dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan 

tunjangan); pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anggaran 

tambahan penghasilan hanya untuk PNS/CPNS. Besaran prioritas plafon 

anggaran sementara untuk belanja pegawai sebelum perubahan sejumlah Rp   

661.041.083.965,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 661.568.989.353,-

. Peningkatan anggaran ini yaitu pada: (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah, 

dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 18.854.073.125,- dan 

meningkat sebesar Rp 482.905.388,- atau 2,56 persen menjadi Rp 

19.336.978.513,-; dan (2) BO Walikota dan Wakil Walikota, dengan anggaran 

sebelum perubahan sebesar Rp 942.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 

45.000.000,- atau 4,78 persen menjadi Rp 987.000.000,-. 

 

3.3.2. Hibah  

Pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan 

untuk mendukung  fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan 

dengan keputusan kepala daerah. Besaran prioritas plafon anggaran sementara 

untuk belanja hibah sebelum perubahan sebesar Rp 89.293.099.138,- setelah 

perubahan menjadi sebesar Rp 85.740.983.138,-. Dengan kata lain, pemberian 

hibah setelah perubahan menurun sebesar Rp 3.552.116.000,- atau sebesar -3,98 

persen. 

Perubahan anggaran pada pemberian hibah dikarenakan adanya penambahan 

stimulan RW pada seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta dan BOP Kesetaraan 

serta pengurangan BOSDA Swasta dan BOP PAUD. 
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3.3.3. Bantuan sosial   

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di 

bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan 

sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi 

dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah. Alokasi 

bantuan sosial sebelum perubahan sebesar Rp 15.498.800.000,- dan setelah 

perubahan menjadi sebesar Rp 12.526.580.000,-. Dengan kata lain, pemberian 

bantuan sosial setelah perubahan menurun sebesar Rp 2.972.220.000,- atau 

sebesar -19,18 persen. 

Perubahan anggaran pada pemberian bantuan sosial dikarenakan adanya 

penambahan bantuan untuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) serta 

pengurangan bantuan untuk Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin, Santunan 

Kematian, dan Bantuan Orang Terlantar. 

 

3.3.4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa, Partai Politik 

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah 

lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan 

perundang-undangan terkait. Untuk Tahun 2019 ini Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan 

Keuangan kepada Parpol sama yaitu sebesar Rp 1.963.873.408,- setelah 

perubahan tetap sebesar Rp 1.963.873.408,-. 

 

3.3.5. Belanja tidak terduga  

Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan 

estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali 

dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak 

diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan 

kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja tidak 

terduga sebelum perubahan Rp 3.500.000.000,- dan setelah perubahan menjadi 

Rp  3.454.047.147,52. 

 

Adapun Matriks Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja pegawai, bunga, 

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak 

Terduga selengkapnya adalah sebagaimana Tabel 3.3. 
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Tabel 3. 3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Tidak 
Langsung Tahun Anggaran 2019 

No. URAIAN 
APBD 2019 

(Rp) 
RAPBD-P 2019 

(Rp) 

SELISIH 

(Rp) (%) 

2 BELANJA DAERAH 1.856.017.020.335 1.938.660.877.046,52 82.643.856.711,52 4,45 

      

2.1 
BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

771.296.856.511 765.254.473.046,52 (6.042.383.464,48) -0,78 

2.11 Belanja Pegawai 661.041.083.965 661.568.989.353 527.905.388 0,08 

2.1.2 Belanja Bunga - - - - 

2.1.3 Belanja Subsidi - - - - 

2.1.4 Belanja Hibah 89.293.099.138 85.740.983.138 (3.552.116.000) -3,98 

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 15.498.800.000 12.526.580.000 (2.972.220.000) -19,18 

2.1.6 
Belanja Bagi Hasil Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota 

- - - - 

2.1.7 

Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Kepada Partai Politik 

1.963.873.408 1.963.873.408 - 0 

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 3.454.047.147,52 (45.952.852,48) -1,31 

      

2.2 BELANJA LANGSUNG 1.084.720.163.824 1.173.406.404.000 88.686.240.176 8,18 

2.2.1 Belanja Pegawai 151.997.577.805    

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 624.674.618.029    

2.2.3 Belanja Modal 308.047.967.990    

      

JUMLAH BELANJA DAERAH 1.856.017.020.335 1.938.660.877.046,52 82.643.856.711,52 4,45 
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BAB IV 

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sisa Lebih  Pembiayaan 

Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sebelum perubahan sejumlah Rp 

155.407.612.295,- dan setelah perubahan berubah menjadi  Rp 226.442.324.759,52,-. 

 

Tabel 4. 1 Penerimaan Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan APBD TA 
2019 

No. URAIAN 
APBD 2019 

(Rp) 
RAPBD-P 2019 

(Rp) 

SELISIH 

(Rp) (%) 

3 PEMBIAYAAN DAERAH     

      

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 155.407.612.295 226.442.324.759,52 71.034.712.464,52 45,71 

3.1.1 
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya 

155.407.612.295 226.442.324.759,52 71.034.712.464,52 45,71 

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 

3.1.3 
Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

- - - - 

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 

3.1.5 
Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 

- - - - 

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 155.407.612.295 226.442.324.759,52 71.034.712.464,52 45,71 

       

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 25.000.000.000 37.270.000.000 12.270.000.000 49,08 

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 

3.2.2 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 

25.000.000.000 37.270.000.000 12.270.000.000 49,08 

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 

JUMLAH PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

25.000.000.000 37.270.000.000 12.270.000.000 49,08 

 



RAR V

PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

(PPAS-P〕 untuk menjadi pedoman bag王Pemerinfah Daerah daIam menyusun RAPBD

Perubahan Tahun Anggaran 2019.

WALIKOTA YOGYAKARTA

SeIaku

P量HAK PERTAMA

Yo邸rakarta, 5 JuIi 2019

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

Selaku

PIHAK KEDUA

§UJANARKO

KETUA

千二/
MUHAMMAD ALI FAHMI

WAKIL KETUA

臨時
RIRIK BANOWATI PERMANASARI

WAKIL KETUA

V-l




